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ABSTRAK

Pendahuluan: Latar Belakang: Sistem klasifikasi merupakan komponen fundamental dalam olahraga disabilitas karena
menentukan kelayakan atlet untuk berkompetisi berdasarkan kapasitas fungsional sesuai standar International
Paralympic Committee (IPC). Di tingkat daerah, proses pemeriksaan klasifikasi tidak hanya memerlukan akurasi klinis,
tetapi juga tata kelola pelayanan yang efektif agar proses berjalan efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan
atlet. Namun, implementasi pelayanan klasifikasi di National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Lampung
masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaksinkronan jadwal pelayanan, keterbatasan fasilitas pemeriksaan,
serta sistem administrasi yang belum terintegrasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen pelayanan
pemeriksaan klasifikasi atlet penyandang disabilitas di NPCI Provinsi Lampung serta merumuskan strategi peningkatan
efisiensi pelayanan. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh
melalui wawancara mendalam, observasi, Focus Group Discussion (FGD), dan studi dokumentasi terhadap pengurus
NPCI, klasifikator medis, fisioterapis, klasifikator teknis, dan atlet. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles,
Huberman, dan Saldafa. Hasil: Penelitian mengidentifikasi tiga permasalahan utama dalam pelayanan klasifikasi, yaitu
ketidaksesuaian jadwal pelayanan, keterbatasan infrastruktur pemeriksaan, dan pengelolaan administrasi yang masih
berbasis dokumen fisik. Berdasarkan hasil analisis, diusulkan model pelayanan Integrated Para-Classification System
(IPCS) yang mengintegrasikan proses administrasi, pemeriksaan medis, asesmen fisioterapi, klasifikasi teknis, dan
dokumentasi dalam satu alur pelayanan. Kesimpulan: Penerapan model pelayanan terintegrasi berpotensi
meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat koordinasi multidisiplin, dan mendukung tata kelola pemeriksaan
klasifikasi atlet yang lebih efektif di NPCI Provinsi Lampung.

Kata Kunci: manajemen pelayanan kesehatan, klasifikasi atlet, NPC Indonesia, fisioterapi, olahraga.

ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF CLASSIFICATION EXAMINATION SERVICES FOR ATHLETES WITH
DISABILITIES AT THE NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE OF INDONESIA, LAMPUNG PROVINCE

ABSTRACT

Introduction: Athlete classification is a fundamental component of para-sports, ensuring fair competition by determining
athletes' eligibility based on functional abilities according to the International Paralympic Committee (IPC) standards. At
the regional level, classification requires not only accurate clinical assessment but also efficient health service
management. However, the classification process at the National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Lampung
Province still faces challenges related to scheduling, infrastructure, and administrative management. Objective: This
study aimed to analyze the health service management of athlete classification and propose strategies to improve
service efficiency at NPCl Lampung Province. Methods: A qualitative descriptive approach was employed. Data were
collected through in-depth interviews, observations, focus group discussions, and document reviews involving NPCI
administrators, medical classifiers, physiotherapists, technical classifiers, and para-athletes. Data were analyzed using
the Miles, Huberman, and Saldana interactive model. Results: Three major challenges were identified, including
scheduling inconsistencies, limited examination infrastructure, and paper-based administrative management. Based on
these findings, an Integrated Para-Classification System (IPCS) was proposed to integrate administrative processes,
medical screening, physiotherapy assessment, technical classification, and documentation into a single service
pathway. Conclusion: The proposed integrated service model has the potential to improve service efficiency,
strengthen multidisciplinary collaboration, and enhance the quality of athlete classification management at NPCI
Lampung Province.

Keywords: health service management, athlete classification, NPC Indonesia, physiotherapy, para-sport

PENDAHULUAN
Olahraga disabilitas (para-sport) mengalami perkembangan yang pesat dalam dua dekade terakhir,

ditandai dengan meningkatnya jumlah partisipasi atlet, penyelenggaraan kompetisi internasional, serta
penguatan sistem pembinaan berbasis ilmu pengetahuan dan bukti ilmiah.”.? Keberhasilan penyelenggaraan
olahraga disabilitas tidak hanya ditentukan oleh prestasi atlet, tetapi juga oleh sistem klasifikasi yang mampu
menjamin keadilan kompetisi melalui pengelompokan atlet berdasarkan kapasitas fungsional yang relevan
dengan tuntutan masing-masing cabang olahraga.?.® Sistem klasifikasi yang akurat memastikan bahwa hasil
pertandingan lebih dipengaruhi oleh kemampuan olahraga (sport performance) dibandingkan tingkat
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disabilitas yang dimiliki atlet sehingga menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan kompetisi Paralimpik

yang adil, objektif, dan berbasis bukti (evidence-based classification).2.4

Di Indonesia, proses klasifikasi atlet dilaksanakan oleh National Paralympic Committee Indonesia
(NPC Indonesia) sesuai pedoman yang ditetapkan oleh International Paralympic Committee (IPC) sebagai
organisasi internasional yang mengatur sistem klasifikasi olahraga disabilitas.2.®* Pada tingkat provinsi, NPC
Indonesia bertanggung jawab melakukan identifikasi atlet, pembinaan prestasi, serta penyelenggaraan
pemeriksaan klasifikasi sebelum atlet mengikuti kejuaraan nasional maupun internasional.®.¢ Pelaksanaan
klasifikasi melibatkan berbagai profesi, antara lain dokter, fisioterapis, klasifikator teknis, pelatih, dan
pengurus organisasi sehingga membutuhkan koordinasi multidisiplin untuk menjamin objektivitas dan
konsistensi hasil pemeriksaan.2,” Oleh karena itu, proses klasifikasi tidak hanya memerlukan kompetensi
klinis, tetapi juga membutuhkan sistem manajemen pelayanan yang mampu mengintegrasikan seluruh
tahapan pemeriksaan secara efektif, efisien, dan berpusat pada atlet (athlete-centred care).”.®

Hasil observasi awal di NPC Indonesia Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pelayanan
pemeriksaan klasifikasi masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya.®.'® Penjadwalan
pemeriksaan antarprofesi belum terkoordinasi secara optimal sehingga atlet sering mengalami waktu tunggu
yang panjang sebelum seluruh proses klasifikasi dapat diselesaikan.?."” Selain itu, keterbatasan fasilitas
pemeriksaan dan penggunaan sistem administrasi berbasis dokumen fisik menyebabkan proses verifikasi
data menjadi kurang efisien serta meningkatkan risiko keterlambatan pelayanan.''.*? Kondisi tersebut
berpotensi meningkatkan beban administrasi, memperpanjang waktu pelayanan, serta memengaruhi
kenyamanan atlet selama mengikuti proses klasifikasi yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap mutu
pelayanan organisasi.®."?

Penelitian mengenai olahraga disabilitas selama ini lebih banyak membahas aspek biomekanika,
performa olahraga, validitas sistem klasifikasi, maupun fisiologi latihan sebagai dasar pengembangan
prestasi atlet.?."® Sebaliknya, penelitian yang mengkaji manajemen pelayanan kesehatan dalam proses
pemeriksaan klasifikasi atlet, khususnya pada organisasi olahraga disabilitas di tingkat daerah, masih relatif
terbatas meskipun aspek pelayanan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan sistem
klasifikasi.’®."* Padahal, efektivitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh koordinasi multidisiplin, ketersediaan
sumber daya, sistem informasi, serta tata kelola organisasi yang mampu mendukung pelaksanaan klasifikasi
secara terintegrasi dan berkelanjutan.®.™

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pelayanan
pemeriksaan klasifikasi atlet penyandang disabilitas di NPC Indonesia Provinsi Lampung, mengidentifikasi
hambatan yang memengaruhi efisiensi pelayanan, serta merumuskan strategi perbaikan melalui
pengembangan model pelayanan yang lebih terintegrasi.?.’ Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi
masukan bagi pengelola organisasi olahraga disabilitas dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan
pemeriksaan klasifikasi serta mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien,
dan berorientasi pada kebutuhan atlet."*."®

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis
manajemen pelayanan pemeriksaan klasifikasi atlet penyandang disabilitas di National Paralympic
Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Lampung. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengeksplorasi
proses pelayanan, koordinasi antarprofesi, serta berbagai kendala yang terjadi dalam pelaksanaan klasifikasi
secara mendalam.s."”

Penelitian dilaksanakan di NPC Indonesia Provinsi Lampung pada Januari-Maret 2026. Informan
dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas tujuh orang, yaitu dua pengurus NPCI, dua
klasifikator medis (dokter dan fisioterapis), satu klasifikator teknis, serta dua atlet penyandang disabilitas
yang telah mengikuti proses klasifikasi.?.?!

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, Focus Group Discussion

(FGD), dan studi dokumentasi terhadap dokumen administrasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta
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pedoman klasifikasi International Paralympic Committee (IPC). Peneliti bertindak sebagai human instrument

dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi untuk memperoleh data
yang komprehensif.”."®

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldafia yang meliputi reduksi
data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi
sumber, triangulasi metode, dan member checking untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.’®.?
Penelitian telah memperoleh izin dari NPC Indonesia Provinsi Lampung, dan seluruh informan memberikan
persetujuan untuk berpartisipasi setelah memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian. Pelaksanaan
penelitian mengacu pada prinsip etika penelitian yang menjamin kerahasiaan data dan hak setiap
partisipan.?+,2

HASIL
Karakteristik Informan

Penelitian ini melibatkan tujuh informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling
berdasarkan keterlibatan langsung dan kompetensi dalam proses pemeriksaan klasifikasi atlet penyandang
disabilitas di NPC Indonesia Provinsi Lampung. Profil informan disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Informan Jabatan Peran dalam Proses Klasifikasi

1 Ketua NPCI Provinsi Pengambilan kebijakan dan penanggung jawab tata kelola organisasi
Lampung

12 Kabid Pembinaan Prestasi Koordinator pelaksana pelayanan dan penjadwalan atlet

13 Dokter Klasifikator Pelaksana pemeriksaan medis dan diagnosis klinis gangguan

(impairment)

14 Fisioterapis Pelaksana asesmen kapasitas fungsional dan lingkup gerak sendi

15 Klasifikator Teknis Pelaksana penilaian kemampuan motorik spesifik cabang olahraga

16 Atlet Penyandang Disabilitas ~ Penerima pelayanan pemeriksaan klasifikasi

17 Atlet Penyandang Disabilitas =~ Penerima pelayanan pemeriksaan klasifikasi

Gambaran Pelayanan Pemeriksaan Klasifikasi Eksisting

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi, alur pelayanan pemeriksaan klasifikasi atlet di
NPC Indonesia Provinsi Lampung dijalankan melalui lima tahapan utama yang melibatkan multi-profesi
secara bertahap. Alur pelayanan eksisting dipaparkan dalam Tabel 2:

Tabel 2. Alur Pelayanan Pemeriksaan Klasifikasi Atlet Eksisting

Tahapan Kegiatan Utama Pelaksana Dokumen Output

1. Registrasi Verifikasi identitas dan berkas administrasi awal Staf Formulir Pendaftaran
atlet Administrasi

2. Pemeriksaan Evaluasi kondisi kesehatan umum dan jenis Dokter Lembar Medis (Fisik)

Medis gangguan (impairment) Klasifikator

3. Asesmen Pengukuran kekuatan otot dan analisis kapasitas Fisioterapis Lembar Fungsional

Fisioterapi fungsional (Fisik)

4. Klasifikasi Teknis  Pengujian performa motorik spesifik sesuai cabang Klasifikator Lembar Teknis (Fisik)
olahraga Teknis
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5. Penetapan Kelas Rapat koordinasi untuk menetapkan status kelas Tim Klasifikator  Kartu Klasifikasi Atlet

olahraga atlet

Temuan Masalah Manajemen Pelayanan

Melalui wawancara mendalam, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD), penelitian ini
mengidentifikasi tiga tema utama yang menjadi kendala dalam manajemen pelayanan pemeriksaan
klasifikasi di NPCI Provinsi Lampung:
Tema 1: Ketidaksinkronan Jadwal Pelayanan

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan medis, asesmen fisioterapi, dan
klasifikasi teknis kerap berjalan secara terpisah (fragmented) karena ketidakcocokan waktu operasional dari
masing-masing klasifikator.
"Kadang dokter, fisioterapis, dan klasifikator teknis tidak bisa hadir di waktu yang sama, sehingga atlet harus
menunggu cukup lama atau dijadwalkan ulang pada hari berikutnya." (12)

Dampaknya, atlet mengalami waktu tunggu yang panjang dan tidak efisien.

Tema 2: Keterbatasan Fasilitas Fisik Pemeriksaan

Hasil observasi menunjukkan bahwa organisasi belum memiliki ruang khusus atau laboratorium
klasifikasi yang bersifat permanen. Pemeriksaan fungsional terpaksa menggunakan ruangan serbaguna
kantor yang dialihnfungsikan sementara.
"Kami menggunakan fasilitas seadanya yang tersedia saat itu. Untuk beberapa pengujian kapasitas
fungsional, kami terkadang harus memodifikasi gerakan karena kondisi ruangan yang terbatas." (14)

Tema 3: Tata Kelola Administrasi Berbasis Dokumen Fisik

Seluruh proses pencatatan rekam medis klinis dan riwayat klasifikasi atlet masih mengandalkan
dokumen cetak manual (paper-based).
"Data riwayat klasifikasi atlet masih disimpan di dalam lemari berkas bentuk kertas. Kalau atlet mau ikut
kejurnas dan datanya diperlukan kembali, kami harus membongkar dan mencari berkasnya satu per satu."

(1)

DISKUSI
Analisis Inefisiensi Pelayanan dan Koordinasi Multidisiplin (Tema 1)

Temuan penelitian mengenai ketidaksinkronan jadwal klasifikator mencerminkan adanya hambatan
pada dimensi proses dalam manajemen pelayanan kesehatan olahraga disabilitas. 8."* Merujuk pada teori
mutu pelayanan oleh Donabedian, kualitas pelayanan kesehatan merupakan refleksi dari keterkaitan tiga
komponen utama, yaitu struktur (input), proses (process), dan hasil (outcome). 826

Ketidakmampuan organisasi dalam menyelaraskan waktu kehadiran dokter, fisioterapis, dan
klasifikator teknis memicu inefisiensi alur pelayanan (process failure) yang secara langsung menurunkan
kepuasan atlet sebagai pengguna layanan. 8.2 Sistem klasifikasi para-sport pada dasarnya bersifat
multidisiplin dan interdependen sehingga setiap tahapan pemeriksaan saling berkaitan untuk menghasilkan
keputusan klasifikasi yang objektif. 2.® Penilaian fungsional oleh fisioterapis memerlukan konfirmasi klinis dari
dokter, sedangkan hasil penilaian teknis harus didasarkan pada kapasitas fungsional atlet. 2."* Pelayanan
yang berjalan secara terpisah (silo system) tidak hanya memperpanjang waktu tunggu, tetapi juga
meningkatkan kelelahan fisik atlet penyandang disabilitas sebelum mengikuti kompetisi. '*.2” Kondisi tersebut
bertentangan dengan prinsip athlete-centred care yang direkomendasikan oleh International Paralympic
Committee (IPC), yaitu pelayanan yang efisien, aman, dan berorientasi pada kebutuhan atlet. 2.7

Analisis Hambatan Struktural dan Validitas Asesmen Klinis (Tema 2)
Ketiadaan ruang pemeriksaan permanen dan representatif di NPCI Provinsi Lampung menunjukkan
adanya keterbatasan pada aspek struktur (input) pelayanan. 8."" Ketersediaan fasilitas yang memenuhi
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standar merupakan faktor penting untuk menjamin reliabilitas dan validitas pemeriksaan klinis. 222 Asesmen

fisioterapi meliputi pemeriksaan lingkup gerak sendi (range of motion), kekuatan otot, keseimbangan, dan
koordinasi yang membutuhkan lingkungan pemeriksaan yang aman, privat, serta aksesibel bagi atlet
penyandang disabilitas. 2.'®* Penggunaan ruang pemeriksaan yang tidak standar berpotensi memengarubhi
konsistensi hasil asesmen serta mengurangi objektivitas proses klasifikasi. 2,22 Oleh karena itu, penyediaan
ruang pemeriksaan khusus yang ramah disabilitas merupakan bagian penting dalam mendukung
implementasi evidence-based classification sesuai standar IPC. 2,*3

Urgensi Transformasi Digital Manajemen Informasi Klasifikasi (Tema 3)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dokumentasi berbasis kertas masih menjadi kendala
dalam pengelolaan data klasifikasi atlet. '*."?> Dokumentasi manual meningkatkan risiko kehilangan dokumen,
duplikasi data, serta memperlambat proses pencarian informasi. 2.2 Menurut World Health Organization,
sistem informasi kesehatan merupakan salah satu komponen utama dalam penguatan sistem pelayanan
kesehatan yang mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. ''."> Pada olahraga
disabilitas, data klasifikasi atlet harus dapat diakses secara berkelanjutan ketika atlet mengikuti kompetisi
pada tingkat daerah maupun nasional. 2.° Digitalisasi data klasifikasi melalui basis data terpadu dapat
mempercepat proses verifikasi, mengurangi kesalahan administrasi, serta meningkatkan koordinasi
antarorganisasi. 2,3
Rekomendasi Model Integrated Para-Classification System (IPCS)

Sebagai kontribusi penelitian, dikembangkan model Integrated Para-Classification System (IPCS)
untuk memperbaiki kelemahan pada aspek struktur, proses, dan luaran pelayanan. 8.'* Model IPCS
mengintegrasikan registrasi, pemeriksaan medis, asesmen fisioterapi, klasifikasi teknis, dan dokumentasi
dalam satu alur pelayanan (one-stop service) sehingga mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan
koordinasi multidisiplin. 2.3

Pendekatan pelayanan terintegrasi telah terbukti meningkatkan kualitas tata kelola organisasi,
mengurangi duplikasi pelayanan, serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam sistem
pelayanan kesehatan. '°.32 Implementasi model IPCS diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan
klasifikasi atlet penyandang disabilitas di tingkat daerah sekaligus mendukung tata kelola organisasi yang
lebih efektif, efisien, dan sesuai standar internasional. 2,

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen pelayanan pemeriksaan klasifikasi atlet penyandang
disabilitas di NPC Indonesia Provinsi Lampung secara prosedural telah mengacu pada ketentuan organisasi,
namun implementasinya masih menghadapi kendala manajerial yang signifikan. Kelemahan pada aspek
koordinasi jadwal (proses), keterbatasan fasilitas fisik (input), dan dokumentasi manual (output) menjadi
faktor utama yang menghambat efisiensi pelayanan dan kenyamanan atlet.

Model Integrated Para-Classification System (IPCS) yang dirumuskan dalam penelitian ini
menawarkan solusi taktis melalui integrasi panel pemeriksaan bersama, standarisasi laboratorium klasifikasi,
dan digitalisasi administrasi. Penerapan model terpadu ini berpotensi besar memangkas waktu tunggu,
menjaga validitas hasil pemeriksaan klinis, serta mewujudkan tata kelola pelayanan kesehatan olahraga
disabilitas yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada atlet di tingkat daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH ATAU INFORMASI LAINNYA

Penulis menyampaikan terima kasih kepada National Paralympic Committee Indonesia Provinsi
Lampung yang telah memberikan izin penelitian, seluruh informan yang telah berpartisipasi dalam penelitian
ini, serta Program Studi D3 Fisioterapi, Universitas Muhammadiyah Metro atas dukungan selama
pelaksanaan penelitian.
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